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KEMENDAG. Ketentuan Ekspor Pupuk Urea Non
Subsidi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 114 TAHUN 2018
TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PUPUK UREA NON SUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa guna menjaga ketersediaan pupuk urea nasional
yang merupakan jenis pupuk yang banyak digunakan
dalam sektor pertanian, perlu didukung dengan
peningkatan pengawasan yang efektif khususnya
terhadap pupuk urea non subsidi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Pupuk
Urea Non Subsidi;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3214);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang
Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5797);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6215);
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Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Penggunaan  Sistem  Elektronik Dalam  Kerangka
Indonesia National Single Window sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10
Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik
Dalam Kerangka Indonesia National Single Window
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 84);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang
Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan
dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
81/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan
dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1500);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 395);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

44 /M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang
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Menetapkan :

17.

18.

19.

20.

Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 844);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
16/ M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk
Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 480);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi
Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang
Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 277);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PUPUK UREA NON SUBSIDI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari
daerah pabean.

Pupuk Urea adalah pupuk buatan yang merupakan
pupuk tunggal (murni) mengandung Nitrogen (N)

berkadar tinggi (paling sedikit 46% (empat puluh enam
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per seratus) dalam bentuk bubuk, butiran, cairan, pil,
tablet atau bentuk semacamnya yang dikemas maupun
curah, dengan rumus CO(NHy)».

Pupuk Bersubsidi adalah pupuk dalam pengawasan yang
pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari
Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau
Petani di sektor pertanian, meliputi Pupuk Urea, Pupuk
SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi
lainnya, yang  ditetapkan oleh  Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian serta diberi tanda spesifik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pupuk Urea Non Subsidi adalah Pupuk Urea yang
didalamnya tidak terkandung perolehan subsidi dari
pemerintah.

Rapat Koordinasi adalah rapat antar
kementerian/lembaga yang  diselenggarakan  oleh
Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

PT. Pupuk Indonesia (Persero) adalah perusahaan induk
dari Badan Usaha produsen di bidang pupuk.

Anak Perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero) adalah
produsen pupuk yang merupakan anak perusahaan
PT. Pupuk Indonesia (Persero) terdiri dari PT. Pupuk
Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk
Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk
Iskandar Muda.

Surat Keterangan Alokasi Ekspor Pupuk Urea Non
Subsidi yang selanjutnya disebut SKAE Pupuk Urea Non
Subsidi adalah surat keterangan mengenai pembagian
alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada
anak perusahaan yang diterbitkan oleh PT. Pupuk
Indonesia (Persero).

Persetujuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi yang
selanjutnya disebut PE Pupuk Urea Non Subsidi adalah
persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk

melakukan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi.
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